PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4}
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
bersama Gubernur Lampung telah menyempurnakan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pe ndapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-10356 Tahun
2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur

Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

b: bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada hurut a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 17 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggy;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049); :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menter:
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2C16

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menter1 Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Dae rah Provinsi
Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Lampung Nomor 315);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 20 15-2019 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Pe rangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Lampung, Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 8&;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan .  PERATURAN DAERAH TENTANG AN GGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah Rp. 6.723.785.171.614,00
2. Belanja Daerah Rp. 6.802.928.254.614,00
Surplus/Defisit Rp. (79.143.083.000,00)
3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan | Rp. 84.143.083.000,00
b. Pengeluaran Rp. 5.000.000.000,00 |
Pembiayaan Netto | Rp. 79.143.083.000,00
SiLPA Tahun Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dart:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 2.649.215.474.000,00
b. Dana Perimbangan Rp. 4.031.511.697.614,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 43.058.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dar

jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah Rp. 2.394.300.000.000,00
b. Retribusi Daerah Rp. 5.706.996.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Rp. 28.456.956.000,00
Dipisahkan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. 220.751.522.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Rp. 223.099.384.400,00
c. Dana Alokasi Umum Rp. 1.906.179.170.214,00
d. Dana Alokasi Khusus Rp. 1.902.233.143.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurutc
terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah Rp. 17.558.000.000,00

b. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus Rp. 7.500.000.000,00
c. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Darl

Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 18.000.000.000,00




(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 4.461.638.213.614,00
b. Belanja Langsung Rp. 2.341.290.041.000,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja:
a. Belanja Pegawai Rp. 1.662.465.213.614,00
b. Belanja Hibah Rp. 1.507.323.000.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.000.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota Rp. 1.181.000.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/
Kota/Pemdes Serta Parpol Rp. 76.850.000.000,00
f Belanja Tidak Terduga Rp. 28.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdir dari jenis
belanja:
a. DBelanja Pegawai Rp. 135.364.090.000,00
b. Belanja Barang Dan Jasa Rp. 1.073.398.133.150,00
c. Belanja Modal Rp. 1.132.527.817.850,00
Pasal 4 |
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Rp. 84.143.083.000,00
b. Pengeluaran Rp. 5.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdir dari jenis
pembiayaan :
a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 84.143.083.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
Pembiayaan:
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Rp. 5.000.000.000,00
Daerah

Pasal S

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan

Peraturan Daerah ini, yang meliputt:

1. Lampiran | ingkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran Il Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran Il Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

4, LampiranIV  Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi
SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara; - -

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII  Daftar Plutang Daerah;

8. Lampiran VIII  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah,;

10. Lampiran X  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
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11. Lampiran XI  Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnva yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

12.Lampiran XII  Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

1)

<]

4)

9)

7)

8)

9)

10)

Pasal 6

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum

tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD,
dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Keadaaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi Kriteria

sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan memiliki dampak yang
signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan
darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

a. mengunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. |

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan
mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

mencakup:

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun
anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih
dahulu dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Organisasi Perangkat Daerah.

Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran- Organisasi Perangkat
Daerah.

Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia

anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran- Organisasi Perangkat
Daerah untuk dijadikan dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Organisasi
Perangkat Daerah oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah memperoleh
persetujuan Sekretaris Daerah.

11) Pelaksanaan pengeluaran untuk ® mendanai kegiatan dalam keadaan darurat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur.
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Pasal 7

Program dan Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 yang sumber dana dan peruntukkannya berasal dari Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan jika telah diperoleh kepastian penerimaan dar

sumber-sumber tersebut.

Pasal 8

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 17 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung _
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR LAMPUNG,
Y4
g Pl \
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DHOFICARDO

M. K

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir7/SUTONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002




